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KEPUTUSAIT MTITTTRI AGAUA RTPT'BLIN IITDOIIESIA
ITOMOR 3787 TAHUIT 2A16

TEITTAII5G
PEMBTRIAIS rzlil PEIvDIRIAII / OPERASIOITAL

UAI'RASAII TSAITAWIYAII AL AMNT KABUPATEIT .'EMBDR
PROPIITSI .'AtrIA TIMUR

Menimbang

Mengiagat

DTITGAIT RAIIMAT TT'IIAIT YAITG MAIIA TSA

MEITTERI AGAMA NEPUBLIK IIIDOITTSIA,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendid.ikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasiorral
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalnm Lampiran Keputusan irri te}ah
habis;

c. bahwa madrasatr sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional MADRASAH
TSANAWIYAH AL AMIN KABUPATEN JEMBER Provinsi
Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor +4961 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, ?ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86fl;



Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun zOtO Nomor LL2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tah:ur. 2AOT
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2Al3
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupate n / Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2OL3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tatrun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor S88S
Tatrun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan tzir:.
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karerra Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agarna KABUPATEN
JEMBER Nomor : Kd.15.32/21PP.00/L43ll2OL6 Tanggal LT
PEBRUARI 2OL6;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERTAN LZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAFI TSANAWTYAH AL AMIN
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpaqjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU
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